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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR: W5-U8/2301/KP.00.3/12/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu

disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras

dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;

2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang

cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan

Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah

Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/

XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024.







KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR: W5-U8/2304B/KP.00.3/12/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu

disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras

dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;

2. bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri

Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun

Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah

Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/

XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di

Bawahnya.

Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor

173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U8/2304B/KP.00.3/12/2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

N
O

TUJUAN TARGET
JANGKA
MENE-
NGAH

SASARAN TARGET KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR
KINERJA URAIAN INDIKATOR

KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET ANGGARAN

(Rp)
1. Terwujudnya

kepercayaan
masyarakat
terhadap
sistem
peradilan
melalui
peradilan
yang pasti,
transparan
dan
akuntabel

a. Persentase
perkara
Perdata yang
diselesaikan
tepat waktu

91%

Terwujudnya
Peradilan yang
Pasti,
Transparan,
dan Akuntabel

a. Persentase
perkara
Perdata yang
diselesaikan
tepat waktu

90% 90% 92% 92% 92%

1. Program
Penegakan
dan
Pelayanan
Hukum

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
Umum

1. Percepatan
Penyelesaian
Perkara

2. Perkara
Pidana yang
Diselesaikan
di Tingkat
Pertama di
Wilayah
Barat

10
Kegiatan

1.050
Perkara

7.500.000

409.500.000

b. Persentase
perkara
Pidana yang
diselesaikan
tepat waktu

100%

b. Persentase
perkara
Pidana yang
diselesaikan
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Banding

90%

c. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Banding

90% 90% 90% 90% 90%

d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Kasasi

95%

d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Kasasi

94% 94% 95% 95% 95%
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N
O

TUJUAN TARGET
JANGKA
MENE-
NGAH

SASARAN TARGET KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR
KINERJA URAIAN INDIKATOR

KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET ANGGARAN

(Rp)
e. Persentase

perkara Anak
yang
diselesaikan
dengan Diversi

100%

e. Persentase
perkara Anak
yang
diselesaikan
dengan Diversi

100% 100% 100% 100% 100%

2. Program
Dukungan
Manajemen

Pembinaan
Administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Urusan
Administrasi

3. Layanan Pos
Bantuan
Hukum di
Lingkungan
Peradilan
Umum

1. Layanan
Umum

115
Orang

5
Laporan

120.000.000

45.300.000

f. Index persepsi
pencari
keadilan yang
puas terhadap
layanan
peradilan

89%

f. Index persepsi
pencari
keadilan yang
puas terhadap
layanan
peradilan

88% 88% 90% 90% 90%

g. Jumlah
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif

100%

g. Jumlah
putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif

100% 100% 100% 100% 100%

2. Terwujudnya
peningkatan
efektivitas
dalam
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a. Persentase
salinan
putusan
Perdata yang
dikirim kepada
para pihak
tepat waktu

100%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase
salinan
putusan
Perdata yang
dikirim kepada
para pihak
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase
salinan
putusan
Pidana yang
dikirim kepada
para pihak
tepat waktu

100%

b. Persentase
salinan
putusan
Pidana yang
dikirim kepada
para pihak
tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui
Mediasi

15%

c. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui
Mediasi

15% 15% 15% 15% 15%
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